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Penyelenggaraan PPDB Di DKI Jakarta memiliki Pro dan Kontra dalam penyelenggaraannya oleh
Pemerintah DK Jakarta. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan
Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di DKI Jakarta Ditinjau Dari Aspek Kewenangan Kepala Daerah.
Penilitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji konsep
kewenangan kepala daerah, ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang
Pendidikan Nasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan PPDB yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DK Jakarta yang memiliki perbedaan dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaa RI. Hal ini terdapat pada proses seleksi dan jumlah kuota yang dilakukan pada
PPDB di DKI Jakarta tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019,
namun hal ini tidaklah melanggar kewenangan pemerintah daerah mengenai pengelolaan pendidikan yang
diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2010. Saran dari penulis adalah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mengatur mengenai penyelenggaraan
PPDB sebaiknya lebih menekankan pada desentralisasi pendidikan dimana pemerintah daerah dapat
menyesuaikan suatu kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada pada wilayah tersebut. DKI Jakarta
sebaiknya dapat melakukan proses sosialisasi yang lebih baik dengan memaksimalkan sumber daya
teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta

The implementation of PPDB at DK Jakarta hasits pros and cons regarding its administration by the
Government of DK Jakarta. This prompted the author to conduct research under the title Zoning Policy on
the Acceptance of New Students at DK Jakarta Judging from the Aspect of the Authority of the Regional
Head.Thisresearch is carried out using the normative legal research method namely, by examining the
concept of the authority of regiona heads, the provisions of the Local Government Act, and the National
Education Law. The study shows that the implementation of PPDB by the Provincial Government of DK
Jakartais not in accordance with the regulations of the Indonesian Ministry of Education and Culture. The
selection process and the quota conducted on PPDB at DK Jakarta do not adhere to the provisions
contained in Permendikbud No. 44 of 2019, however, this does not violate the authority of the local
government regarding education management as stipulated in Law No. 23 of 2014 and PP. 17 of 2010. The
suggestion from the author is that the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesiain
regulating the implementation of PPDB should emphasize more on decentralization of education where local
governments can adjust a policy according to the existing conditions in the region. DKI Jakarta should be
ableto carry out a better socialization process by maximizing the technological resources owned by the DK
Jakarta Government.
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